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Basis Data Sinergi adalah Basis Data
yang bersumber dari 3 lembaga yaitu:
d Simfoni PPA
(Kementerian Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak),
d Sintas Puan
(Komnas Perempuan),
d Titian Perempuan

Tenta ng (Forum Pengada Layanan/FPL)

BASIS DATA SINERGI

Kolaborasi bertujuan menguak
fenomena gunung es kekerasan
terhadap perempuan.

Kolaborasi 3 Lembaga untuk Sinergi
basis data dimulai sejak tahun 2020.




JENIS DATA KETERBATASAN DATA

- Korban
- Kasus - Terjadi Double BAS'S DATA
- Karakteristik Counting

Korban - Tiap Lembaga Tanggal Penginputan
- Ranah Kekerasan memiliki

- Hubungan Korban karakteristik
& Pelaku berbeda

- Karakteristik - Data berbasis PERIUDE DATA

Pelaku korban, bukan
- Jenis Kekerasan kasus Januari - Desember 2023

- Bentuk Layanan




TREN JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG

MELAPOR MENURUT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
Tahun 2022 & 2023

34.682

- Peningkatan perempuan korban

kekerasan yang melapor terdapat pada

26.161

Simfoni Kemen PPPA & Titian Perempuan
FPL.

« Meningkatnya jumlah perempuan korban
kekerasan yang melapor dapat dimaknai
sebagai peningkatan kesadaran di

5.218

= = h

Sintas Puan (KP) Titian Perempuan (FPL) Simfoni PPA (Kemen PPPA) Total

masyarakat untuk melaporkan kekerasan

terhadap perempuan.

W 2022 m2023



Jawva Barat | 3,902
Jawa Tengah I ) 783

ol —— Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
akarfa I 2, . .
Tl s ————— 133 yang Melapor Menurut Provinsi dan
usa lenggara limur 1 .
SuiawesiSB:I:E: I 11;%{] Kementerlan/Lembaga

Kalimantan Timur s 1,107
Daerah Istimewa Yogyakarta s 1,107
Nusa Tenggara Barat I 1,000
Sulawesi Utara s 1,000
Riau M 974

Jawa Barat -2 3.902

Sumatera Barat I 370 3 PrOVinSi
" rgols — L Jawa Tengah - 2.783
Aceh P 847 Te rtlnggl

Lampung —— 324

NA e 310

Sumatera Selatan I 760
Kepulauan Riau s 665

Maluku  ——— 642
Sulawesi Tengah  ss————— 501
Kalimantan Selatan  m——— 556
e e— Akses layanan dan organisasi sipil
SulawesiTenggara  m—— 513 pengada layanan paling banyak
Jambi  —— 479
Maluku Utara s 414
Gorontalo m— 367

Jawa Timur > 2.775

Kalimantan Tengzh w336 Infrastruktur yang memudahkan untuk
Bangka Belitung = 297 melapor (jalan raya, kendaraan,
Kalimantan Utara s 266 . . . . .

Sulawesi Barat e 148 jaringan internet, dan Listrik)

Papua Barat ™ 134

Papua Selatan mmm 131
Papua Barat Daya s 99
Papua BW 95

Papua Tengah m 47 . .

Papua Pegunungan W 47 Sumber : (Data Gabungan Simfoni PPA,

Luar Negeri 1 24 Sintas Puan, dan Titian Perempuan)




ANALISIS KASUS
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

« Karakteristik Korban « Karakteristik Pelaku
« Ranah Kekerasan « Bentuk Pelayanan

* Jenis Kekerasan




PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

[/

menvvn{ KELOMPOK UMUR

NA; 1.123; 60+ Tahun; 60+ tahun

500; 1,44% 60+ Tahur1-60 Tahun —_ 60+ Tahun e 2.30%
. 128;0,49% 7,63% 0,51%
0-17 Tahun
8,54%

3,24% \ 41-60 Tahun;
41-60 2.224; 8,50%
Tahun;
3.318; 9,57
0-17 Tahun;

17.313; 18-40 Tahun; 0-17 Tahun;

49,92% 9.360; 35,78% 14.443;
° 55’23% 18-40 Tahun

63,70%

Sumber: Data Gabungan Simfoni PPA,

Titian Perempuan dan Sintas Puan

Dalam Simfoni-PPA korban terbanyak pada usia anak (0-17 tahun), sedangkan pada

Sintas Puan dan Titian Perempuan korban terbanyak pada usia dewasa (18-40 tahun)



PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
reny TINGKAT PENDIDIKAN

Tidak/Belum Pernah
Sekolah TK/PAUD

4,93%

TK/PAUD s.d Tingkat Perguruan Tinggi

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi
pada semua Tingkat pendidikan

Perguruan Tinggi
10,24%

Tingkat Pendidikan Terakhir terbanyak

Sumber: Data Gabungan Simfoni PPA, Sintas
Puan, dan Titian Perempuan.



PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
wwf KEGIATAN UTAMA

NA

9,69%
e > e Perempuan rentan menjadi
Bekerja Pelajar korban kekerasan terlepas
apapun aktivitas utamanya
Vengurus - Rktivitas Utama sebagai pelajar
$a“nfggg tertinggl dikuti oleh Bekerja dan

Mengurus Rumah Tangga

Bekerja

Data Gabungan : Simfoni PPA,
SintasPuan, Titian Perempuan




PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASA
menvw{ STATUS PERKAWINAN

Kawin

NA Cerai

Data Gabungan : Simfoni PPA,
SintasPuan, Titian Perempuan

Belum
kawin

* Data NA sebesar 12,53% bisa
disebabkan korban enggan
memberikan Informasi data pribadi

* Perempuan korban kekerasan dengan
status belum kawin menjadi kelompok
tertinggi

o Status kawin dalam pencatatan di
SintasPuan dan FPL mencakup kawin
yang tercatat maupun tidak tercatat



Perempuan Korban Kekerasan mennwif Status Disabilitas

Daerah Istimewa Yogyakarta nE D 3 3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Status Disabilitas
Jawa Barat IS 3 3
Jawa TEl:lgEh I 2 / Disabilitas
Jawa Timur I 2 7 Sensorik

Disabilitas
Mental

s

Sumatera Utara I 2 6
Aceh I ° 1
Sulawesi Selatan I 17 Disabilitas
Nusa Tenggara Timur I 14 Intelektual
Riau IE— 13
Bali mESSSSS— 13
_ DKl Jakarta S 12 Disabilitas
Kalimantan Selatan I 11 Fisik
Lampung I 11
Sumatera Barat I 11
Sumatera Selatan S 10 Disabilitas
Rungu

Kalimantan Barat I © )
Nusa Tenggara Barat I S

Sulawesi Tenggara I 8 Sumber : SintasPuan
Sulawesi Tengah — 7
Banten e 6
Maluku Utara I 6

Kalimantan Tengah mmmm 5 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Status Disabilitas
Kepulauan Riau e 5

Sulawesi Utara 1D 5 o
Bengkulu e 4 Disabilitas Disabilitas
Jgamu; 4 Intelektual Sensorik
I (0)
. . 20,00% 21,67%
Kalimantan Timur D 4 (200 |
Gorontalo mm 3
Kalimantan Utara @ 2

Maluku BB 2 o
Disabilitas
Papua Barat m®?2 Fisik N=120

Sulawesi Barat m»2 7,50%
Bangka Belitung p1 Disabili
P B P[a)pua '1 Il\S/laenltlazﬁS
apua Barat Daya p1 EEA
50,83%

Papua Pegunungan o Sumber : Simfoni PPA

Papua Selatan o
Papua Tengah o

Sumber : Titian Perempuan



@ Ranah Kekerasan

Persentase Perempuan Korban KDRT Jumlah Perempuan Korban KDRT
Periode Januari-Desember 2023 Periode Januari-Desember 2023
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KORBAN KASUS
KORBAN KASUS

Sumber: Simfoni PPA

Faktor-faktor penyebab penyebab KDRT antara lain:
« Kondisi psikologis yang buruk;
« tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga;
* budaya tertentu yang dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai solusi;
* rendahnya pengendalian diri; dan
« ketidaksetaraan gender dan pengalaman KDRT di masa lalu.




Jumlah Perempuan Korban Menurut Ranah Kekerasan
Periode Januari-Desember 2023
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M Sintas Puan
M Titian Perempuan
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RANAH PERSONAL RANAH PUBLIK RANAH NEGARA

™~
o

Menunjukkan kekerasan di ranah personal masih mendominasi sepanjang tahun 2023.

Kekerasan di ranah personal biasanya terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban serta relasi
kuasa hegemonik yang menyebabkan para korban memiliki kesulitan untuk keluar dari kekerasan yang terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik meliputi semua bentuk kekerasan balik fisik, psikis, seksual maupun
ekonomi yang terjadi di wilayah tempat tinggal, dunia kerja, tempat umum, lingkungan pendidikan, terhadap Pekerja Rumah
Tangga (PRT), dan perdagangan orang serta kekerasan terhadap buruh migran.

Kekerasan di ranah negara tersebut umumnya terjadi karena penggunaan alat-alat negara secara berlebihan yang
mengakibatkan kesewenang-wenangan dan berakibat pada kekerasan terhadap perempuan.



@ Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis
Kekerasan Periode Januari-Desember 2023

Sumber: Data Gabungan Simfoni PPA, Titian Perempuan dan Sintas Puan
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15.621 I
|

12.878 |
11.099 |
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Seksual Psikis Fisik Lainnya |
|

|

|

H m = =
| I
SEKSUAL FISIK PSIKIS LAINNYA PENELANTARAN TRAFFICKING EKSPLOITASI

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Kekerasan terhadap perempuan
sangat berpotensi merugikan
perempuan dalam berbagai aspek.
Terlebih, dalam banyak kasus,
perempuan korban cenderung
mengalami lebih dari satu jenis
kekerasan.

Membuat perempuan korban
semakin rentan & tidak berdaya
karena mengalami kekerasan yang
sistemis & berlapis.

3 Jenis kekerasan tertinggi:

kekerasan seksual = 12.056 korban
kekerasan fisik - 7.807 korban

kekerasan psikis > 7.507 korban

Korban mungkin mengalami
kekerasan lebih dari satu jenis



Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis

Kekerasan Periode Januari-Desember

2023

« Sepanjang 2023, berdasarkan pengaduan
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PSIKIS FISIK SEKSUAL EKONOMI

B Sumber: Sintas Puan (KP)

yang diterima oleh Komnas Perempuan,

Kerasan psikis merupakan jenis
Kerasan yang paling banyak diadukan

Kni sebanyak 3.498 kasus.

« Kekerasan fisik dan seksual memiliki

jumlah yang hampir sama, yakni masing-
-~ masing 2.081 kasus dan 2.078 kasus.
= « Komnas Perempuan juga mencatat
- terdapat 762 kasus kekerasan sebagali
kekerasan ekonomi.



@ Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut
Jenis Kekerasan Periode Januari-Desember 2023

« 3 Jenis Kekerasan tertinggi adalah kekerasan
psikis yaitu sebanyak 1.873 korban, kekerasan
seksual sebanyak 1.487 korban, dan kekerasan
fisik sebanyak 1.211 korban.

« Korban yang mengalami kekerasan psikis
masih sulit mendapatkan akses pemulihan
yang mudah dan cepat (survei dari anggota
forum pengada layanan, daerah sangat minim
memiliki psikolog klinis yang mudah diakses
layanan psikologis).
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PSIKIS SEKSUAL FISIK PENELANTARAN TPPO TERAPI KONVERS!

B Sumber: Titian Perempuan (FPL)



Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL,

Periode Januari-Desember 2023

Jumlah

Titian Perempuan (FPL) - 55332
Sintaspuan (KP) - gggg
: : 26.161
Simfoni PPA (Kemen PPPA) 18.462

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan, Titian Perempuan

34.682

m Korban m Pelaku

* Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 26.682 orang.

* Pada Simfoni PPA dan Titian Perempuan mencatat jumlah korban lebih banyak daripada jumlah
pelaku.

Hal ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Satu pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap beberapa korban, atau
2. Terdapat data pelaku yang tidak tercatat dalam system basis data tersebut.

* Namun, Sintaspuan mencatat bahwa jumlah pelaku sama dengan jumlah perempuan korban kekerasan.




PERSENTASE PELAKU KEKERASAN

MENURUT KELOMPOK UMUR PELAKU

60+ Tahun 0-17 0-17 60+ tahun
0-17 60+ Tahun 0,94% Tahun Tahun 4%
Tahun / ,82% 0,88% 50,
13,20%
41-60
Tahun
8,33% 41-60
18-40 Ti‘;‘o‘/‘"
0
41-60 5Tsa ';‘0‘; 18-40
Tahun P20 Tahun NA
25,67% 31,00% 58,86% NA_
33%
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA) Sumber: Sintaspuan (KP) Sumber: Titian Perempuan (FPL)

* Pelaku kekerasan pada semua kelompok umur.
* Pelaku kekerasan tertinggi adalah mereka pada kelompok umur 18-40 tahun.
 Banyaknya na (tidak tercatat) pada data pelaku.



Tidak/Belum Pernah TK/PAUD

Sekolah 0,07%
2,64% [

PERSENTASE PELAKU KEKERASAN
MENURUT KELOMPOK PENDIDIKAN,

SMA dan Sederajat
34,68%

PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023

Perguruan Tinggi
10,22%

» Pelaku kekerasan ada di semua tingkat
pendidikan, mulai dari tidak pernah
bersekolah sampai perguruan tinggi.

» 10,22 persen pelaku kekerasan pada
kelompok pendidikan perguruan tinggi.
Tentunya kekerasan akan semakin langgeng
terjadi jika para pelaku adalah orang-orang
dengan latar belakang tingkat pendidikan
yang cukup baik, apalagi jika para pelaku ini
memiliki kekuasaan.

Data Gabungan: Simfoni PPA ,
Sintas Puan, Titian Perempuan

» 34,68 persen pelaku kekerasan pada
kelompok pendidikan SMA dan sederajat.



Mengurus Rumah
Tangga
2,33%

PERSENTASE PELAKU KEKERASAN

MENURUT KEGIATAN UTAMA, Pelajar
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023

* Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama pelaku
kekerasan paling tinggi adalah mereka yang bekerja,
dimana tercatat pada data gabungan Simfoni PPA, Sintas
Puan dan Titian Perempuan sebanyak 51,65%.

* Kemungkinan menjadi pelaku kekerasan dari kelompok o
bekerja lebih besar dibandingkan kelompok tidak bekerja 23,88%
(pelajar, mengurus rumah tangga dan tidak bekerja).

* Hal ini dimungkinkan bahwa ketika bekerja maka
mungkin memiliki perekonomian dan kekuasaan yang

lebih baik. Data Gabungan: Simfoni PPA,
Sintas Puan, Titian Perempuan



PERSENTASE PELAKU KEKERASAN

MENURUT STATUS PERKAWINAN, PERIODE
JANUARI-DESEMBER 2023

* Status perkawinan pelaku yang melakukan
kekerasan tertinggi adalah status kawin
sebesar 38,47 %.

 Bila pelaku laki-laki maka budaya patriaki
yang terdapat di masyarakat dapat
mempengaruhi seseorang menjadi pelaku
terutama pada yang berstatus kawin.

Cerai
4,67%

Belum Kawin
26,97%

Data Gabungan: Simfoni PPA,
Sintas Puan, Titian Perempuan

\ Kawin

38,47%



Suami/ Istri

4.668
3.807

Pacar/ Teman

Lainnya -
Orang Tua .
Tetangga .

NA .
Keluarga/Saudara .
Guru I
Rekan Kerja ‘
Majikan ‘

Sumber : Simfoni PPA (KemenPPPA)

Suami

Mantan Pacar
Teman Sosial Media
Pacar

Lainnya

Tidak Teridentifikasi
Teman

Keluarga

Mantan Suami

Ayah Kandung
Majikan/Atasan
Tetangga

Rekan Kerja

Polri

Perusahaan

Pejabat Publik
Pengajar | 12

APH |11

Pemerintah |/ 10

Lembaga/Institusi | 8

Tokoh Agama | 7

Sumber : SintasPuan (KP)

JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT HUBUNGAN PELAKU &

KORBAN KEKERASAN, PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023

Suami 93
Pacar 53
Orang Tidak I;r-ii?naar: B 1 n Pe|a. ku k.e ke. rasan
N tertinggi yaitu

Tetangga [ 13
Mantan Suami ] 88 S UAM | o
Ayah Kandung [l 68 , dimana

Atasan/Majikan ! 65

soudarsxonaoms 132 pelaku merupakan
Orang Tua (Tanpa ﬁzlt:r:asnugaar:; = :i orang terdekat korbano

Guru/Kepala Sekolah/Dosen ]| 30
OrangLain ] 30
AyahTiri ]| 28

wernn 127 Berdasarkan hubungan pelaku

Orang Baru Dikenal J]| 26
Ibu Kandung | 17

wanieis 17 ClAN korban, kekerasan

D::f.f:szr’fgn"e:’:?:; E terhadap Perempuan rentan

wensma (1 terjadi dalam setiap relasi
kehidupan, seperti

 relasi personal (suamilistri,

orangtua, dil),

relasi sosial (teman/pacar,

tetangga, dil), bahkan

 relasi professional (guru,

rekan kerja, majikan, dlil).

I
Negara |

Istri |

Menantu |

Anak |

Data Tidak Diketahui |
Petugas Layanan Kesehatan |
lbu Tiri |

Anak Tiri |

Keponakan |

Teman Daring |

Nenek

Satgas PPKS Univ
Calon Pekerja Migran
Aparat Kepolisian
Saudara Tiri

Kakek Tiri
Karyawan

Aparat Desa
Kreditur

Paman Pacar

ORRPRRPRREPRNNNNWW®NWWW™OU OO K 0
[ ]

Sumber : Titian Perempuan (FPL)




JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT JUMLAH
LAYANAN YANG DITERIMA, PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023

Konsultasi Hukum

Konsultasi Psikologis

Layanan yang paling
banyak diterima
oleh korban yaitu :

Bantuan Hukum

7.514

P

Konsultasi Digital

4.274

Meminta Saran dari Petunjuk

@ PENGADUAN

2.060

N
H

1.169 540 425 419 Rumah Aman

Hanya Menceritakan

Pengaduan Kesehatan Bantuan Penegakan Rehabilitasi Reintegrasi Pemulangan Pendampingan Kasusnya B0 =4 0 e
Hukum Hukum Sosial Sosial Tokoh Agama [a,p '®)
Sumber : Simfoni PPA (KemenPPPA) | — — — — — — — — & - ' Mediasi 24 1 KESEHATAN

23

Surat Dukungan/Penyikapan

SINTASPUAN DAN TITIAN

I I
I I
2.078
: 1.756 : Memohon Perlindungan I 75 PEREMPUAN
I
I s | KONSULTASI
! : SKL I 38 HUKUM
I I
: : Konsultasi Perkawinan | 11
: | . Satu korban dapat
ainnya |9 ;
| - : menerima beberapa
292 Hak Asuh Anak | 6
| . - =J e | ak Asul Ana layanan tergantung
| - - : Saksi Ahli |5 kebutuhan.
: Hukum Psikolog H kum Ekonomi  Komunitas :
I

Konsultansi Kesehatan 1

Sumber : Titian Perempuan (FPL) |- — — — — — e e e " | Sumber : SintasPuan (KP) L




Perempuan
Korban dengan

HIV

- Berdasarkan data pada
terdapat 75 perempuan (1,8%) positif HIV/AIDS
melaporkan kekerasan yang dialami

« Status positif tersebut menambah kerentanan
pada kekerasan dan semakin sulitnya
memperoleh keadilan dan pemenuhan hak

« Korban enggan untuk berani melaporkan kasus
Kekerasan yang dialaminya karena
kekhawatiran status kesehatannya diketahui
banyak orang dan memperoleh kerentanan
berikutnya yaitu diskriminasi.

Perempuan
Korban dengan

KERAGAMAN GENDER
DAN SEKSUALITAS

Korban dengan Keragaman Gender dan
Seksualitas Periode Januari - Desember 2023

Transpuan _ 14
Biseksual -
Transpria -

Lesbian 4

Sumber : Titian Perempuan dan Sintas Puan




Kesimpulan

JANUARI - DESEMBER 2023 JAWA BARAT mt JAWA TENGAH USIAQ-17TH - 49,92 %
Ktp 34.682 korban KtP tertinggi

Melapor dan ditangani korban KtP tertinggi i USIA>60 TH = 1,44 %

. —1 i korban KtP terendah i SMA 31,50%
Meningkat 1.995 korban | |

dibandingkan tahun 2022. Simfoni PPA — . korban KtP tertinggi
. . Jabar, Jatim, Jateng, Sumut Simfoni PBPA
Simfoni PPA _ . 0-17 tahun = KtP tertinggi m 19.85%
: Sintaspuan KP l : '
26.161 korban 'Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim ' - - korban KtP tertinggi ke-
_  Jabdls ' ' 5 Sintaspuan KP 2
Sintaspuan KP S - Titial Perempuan FPL :
3.303 korban : Itian Ferempuan 18- 40 tahun = KtP tertinggi
| DKl Jakarta, Jabar, | |
Titian Perempuan FPL , Jateng, Bengkulu | -
5.218 korban ' 18-40 tahun = Peralihan

usia remaja dan dewasa




|

Kesimpulan
38,38% DISABILITAS
korban KtP tertinggi E i E

— - i . Simfoni PPA
setaras domom rorban BELUM KAWIN DKI JAKARTA ECIEictia o
kekerasan berdasarkan | h5.58% korban KtP i o LGNNI tertinggi ke-1
kelompok umur dimana | ' tertinggi | DIY 65 korban . SR (crtingoi ke-2
tertinggi pada umur 0-17 thn | T | i EREFEEll S| 85
. : _ _ LALEJLELR 53 korban - LEEEREII G tertinggi ke-3
S | Jal[/8  Simfoni PPA :
imroni I . .
| ('Y Sintaspuan KP _ o
i Sintaspuan KP P Sintaspuan KP . Sintaspuan KF
| | IT . Titian Perempuan FPL
" : Titian Perempuan FPL Titianl Perempuan FRL
Titian Perempuan FPL P : Seabilitas NS Y tertinggi ke-1
lbu Rumah Tangga KAWIN TERCATAT i i
. | Mental —>83 korban !
FPL lebih menekankan untuk ! | Sensorik = 30 korban |

menjangkau korban di desa-
desa yang sebagian besar IRT.

Intelektual > 29 korban
Fisik - 14 korban
Rungu - 2 korban




Kesimpulan

PELAKU < KORBAN
26.859 34.682

1 pelaku kekerasan dapat
melakukan kekerasan

terhadap lebih dari 1 Korban

|

|

PELAKL
18 -40Th

Bekerja

SUAMI &crom cereingsi

— .
Simfoni PPA | 4.668 kasus
Sintaspuan KP | 674 kasus

Titian Perempuan | 931 kasus

Budaya patriarki masih kuat
diterapkan dim masyarakat,
yang menempatkan  istri
sebagai subordinasi suami.

Ketergantungan istri pada
suami, baik secara fisik,
emosional, maupun finansial
masih sangat kuat, yang
semakin memperburuk situasi
kekerasan dlm rumah tangga.

Bentuk Layanan
Tertinggi

SIMFONI PPA

Layanan pengaduan
Layanan Kesehatan

SINTASPUAN KP

Konsultasi Hukum

TITIAN PEREMPUAN

Konsultasi Hukum

KBGO

Kekerasan Berbasis
Gender Online.

SINTASPUAN KP FYAYNGINED

Dilakukan oleh teman di media
sosial, termasuk ancaman siber
(cyber threats), pemerasan
(sextortion/extortion), serta
berbagai bentuk KBGO lainnya

Peningkatan interaksi masyarakat
dengan platform digital tidak di
imbangi oleh literasi penggunaan
platform digital yg aman

Kurangnya pemahaman &
kesadaran ttg keamanan digital
membuat banyak perempuan
rentan terhadap berbagai bentuk
kekerasan dan eksploitasi online.

Perlu edukasi yg lebih baik &
perlindungan yg lebih efektif di
ranah digital untuk mengurangi
insiden KBGO



Kesimpulan

KELOMPOK RENTAN

Tidak terbatas pada disabilitas,
tetapi juga perempuan korban
HIV dan keberagaman gender

—_

menjadi kelompok yg memang
secara data tidak cukup tinggi

—_

Bukan karena memang angka
kasus yang sedikit,
Minimnya akses, serta
pemahaman lembaga penyedia
layanan yang terbatas serta

pandangan masyarakat yang
masih tertutup pada isu-isu tsb.

Sinergisitas data

kekerasan terhadap perempuan
periode Januari-Desember 2023,
telah dilakukan penggabungan

beberapa karakteristik
antara 3 lembaga, yaitu
perempuan korban menurut :

- Kelompok umur

- Pendidikan

- Status perkawinan

- Status disabilitas

- Kegiatan utama (pekerjaan)
- Jenis atau bentuk kekerasan.

Kebijakan satu data
terkait kasus kekerasan
terhadap Anak Perempuan
dan Perempuan Dewasa
memerlukan sinergisitas
antar lembaga baik dim sisi
infrastruktur data, anggaran,
serta sumber daya manusia.

TANTANGAN

Masih adanya perbedaan
beberapa kategori dalam
instrumen yang digunakan
di masing-masing lembaga.




Pemerintah
Pusat &
Daerah

Berkomitmen dalam
koordinasi penanganan &
pendokumentasian kasus
kekerasan terhadap
perempuan

Dengan memastikan
dukungan alokasi dana
khusus untuk pengembangan
& pengelolaan sistem
pendataan kasus kekerasan
melibatkan lembaga layanan

berbasis masyarakat.
Komitmen ini akan berdampak

positif pada perwujudan sistem
peradilan pidana terpadu
berbasis elektronik dan
pengembangan Satu Data
Indonesia

Memastikan

Implementasi turunan UU No.12
Th 2022 “Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS)
dilakukan”.

Beberapa peraturan turunan

yang sudah disahkan:

1. Perpres No.9/2024
“Penyelenggaraan Pendidikan
& Pelatihan Pencegahan &
Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

2. Perpres No.55/2024 “Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan &
Anak (UPTD PPA)

3. PP No0.27/2024 “Koordinasi &
Pemantauan Pelaksanaan
Pencegahan & Penanganan
Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual”

Mendorong

Pemerintah Daerah segera
menyusun kebijakan turunan
di masing-masing wilayah
terkait UU TPKS.

g

Memastikan ketersediaan
sarana & prasarana serta
anggaran guna berjalannya
pelaksanaan pelayanan bagi
pemenuhan perempuan
korban kekerasan termasuk
memastikan semua wilayah
terbentuk UPTD PPA.

Rekomendasi

Pemerintah Pusat, Daerah,
Institusi Pendidikan termasuk
Institusi Pendidikan di satuan
Kementerian Agama

—_—

Memastikan Implementasi

1. Permendikbud

No0.30/2021 “Pencegahan &

Penanganan Kekerasan

Seksual di Lingkungan

Perguruan”

2. Permendikbud No0.46/2023
“Pencegahan & Penanganan

Kekerasan di Lingkungan

Satuan, serta Peraturan

Menteri Agama No.73/2022

“Pencegahan & Penanganan

Kekerasan Seksual di Satuan
Pendidikan pada Kementerian

Agama”




Kementerian
Agama

Memiliki peran penting dim
menguatkan materi “kesetaraan
gender dalam pendidikan calon

pengantin/ kursus calon
pengantin (suscatin)” mengingat
angka kekerasan tertinggi terjadi
pada ranah privat (Kekerasan
Dalam Rumah Tangga)

Mendorong Kementerian
Agama melakukan evaluasi
atas pelaksanaan pendidikan
calon pengantin, khususnya
materi kesetaraan gender
termasuk melakukan
monitoring pencegahan
perkawinan anak

Menguatkan koordinasi antar
K/L untuk memastikan adanya
Perpres “Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan
(SPPTPKKTP)” & Perpres “Strategi
Nasional Penurunan Kekerasan
terhadap Perempuan”.

Rekomendasi

Mendorong negara dalam
percepatan pembentukan
Direktorat PPA PPO untuk
meningkatkan & menguatkan
kualitas proses penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan
pada proses hukum, khususnya
ditingkat kepolisian, Seiring dengan
meningkatnya angka kasus
kekerasan terhadap perempuan,

Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) merumuskan &
menerapkan mekanisme

penanganan perempuan
berhadapan dg hukum (PBH).

Pengaturan yg komprehensif akan
memastikan bahwa perempuan
yang terlibat dalam proses hukum
mendapatkan perlindungan yang
sesuai dengan memperhatikan
aspek gender serta trauma yang
mungkin mereka alami.

Mendorong implementasi
Perpres N0.5/2024 “Pendidikan
& Latihan bagi aparat penegak
hukum, Tenaga layanan
Pemerintah, Tenaga Layanan
Berbasis Masyarakat, & Tenaga
layanan pendukung untuk
mendapatkan peningkatan
kapasitas yang berperspektif
HAM & gender dalam
penanganan korban kekerasan
seksual.




Mendorong
Kejaksaan
Agung

1. Melakukan peningkatan kapasitas
terhadap jaksa/penuntut umum ->
Pedoman Kejaksaan No0.1/2021 dan UU
No0.12/2022 “Tindak Pidana Kekerasan
Seksual”

2. Memberikan penilaian prestasi &
angka kredit bagi jaksa/ penuntut
umum yg mengimplementasikan

Pedoman Kejaksaan 1/2021

3. Melakukan pengawasan serta
evaluasi berkala terkait
pengimplementasian Pedoman
Kejaksaan 1/2021

4. Menyusun & mengesahkan aturan
internal terkait larangan bagi
jaksa/penuntut umum melakukan
kekerasan seksual disertai
pemberian sanksi yg tegas dg
didasarkan pada UU No.12/2022
“Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Meningkatkan koordinasi
lintas aparat penegak hukum,
khususnya dalam rangka
penanganan kasus Perempuan
Berhadapan dengan Hukum,
dengan memperhatikan asas non-
diskriminasi serta aspek hukum
lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, termasuk
UU No0.12/2022 “Tindak Pidana
Kekerasan Seksual” guna
keberhasilan penanganan perkara
pidana untuk keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan.

Rekomendasi

Mendorong

Mahkamah Agung
Menerapkan &
mengimplementasikan
Peraturan Mahkamah Agung
No0.3/2017 “Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum”

Perempuan kelompok

rentan:

- Perempuan dg disabilitas

- Perempuan lansia

- Anak perempuan korban
kekerasan

Harus menjadi subjek
prioritas dalam kebijakan
maupun program
pembangunan pemerintah
baik di tingkat pusat maupun
daerah




Mendorong

Pemerintah
Mengembangkan program
percepatan untuk penguatan
infrastruktur layanan
informasi, bantuan hukum
dan konseling, serta layanan
kesehatan yang berkualitas &
berkelanjutan sebagai upaya
pemenuhan hak korban.

Menguatkan Jaringan

penanganan di daerah dan

lembaga penyedia layanan

lainnya yang menjadi jembatan

bagi penanganan kekerasan

seperti

- Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA)

- Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- Bina Keluarga Remaja (BKR)

- Layanan Sahabat Perempuan,
Anak (SAPA) 129

- Lembaga Penyedia Layanan
Berbasis Masyarakat

Rekomendasi

Mendorong Kajian lebih

lanjut tentang kondisi lansia,
HIV/AID, Keberagaman gender &
juga kelompok rentan lainnya baik
sebagai korban kekerasan maupun
kecenderungan sebagai pelaku
kekerasan terhadap perempuan,
khususnya anak perempuan dalam
mendorong strategi pencegahan &
penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan.

Mendorong layanan yang
inklusif pada tingkat pengada
layanan di daerah, lembaga
terkait (Komnas HAM, Komnas
Perempuan, KPAI, KND, dan
LPSK), aparat penegak hukum,
dan pemerintah.

Mengajak para pihak
Memperbanyak ruang
penyelenggaraan/pemberian
informasi melalui kampanye,
pemanfaatan media sosial,
atau melalui kader-kader
seperti kader PKK, Satgas PPA,
kader kesehatan (petugas
posyandu) termasuk program
penguatan dukungan gerakan
Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum) yang diharapkan
mampu mendukung korban
dalam mengakses keadilan dan
pemulihan.




% Thank You
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